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Abstract  
This study aims at identifying and analyzing The Effectiveness of Small Industrial Business 
Processed Food Development. This research uses a descriptive qualitative approach, measuring 
the effectiveness of development based on the opinions of Glen in Adi (2003: 165) which consists 
of, service development, community involvement and the collaborative creation, concluded that, 
small industrial business processed food development in Sigi is not effective yet, although there has 
been an effort from Department of SMEs Cooperatives, Trade and Industry, responding feedbacks 
and suggestions from businessmen to meet the needs of equipment products, suggesting to join the 
cooperative, but not fully relieve the burden of the businessmen, especially giving protection 
(advocacy) on the quality of the product. The development through community engagement to 
encourage the development of business skills is not effective yet, though there has been given the 
opportunity of consultation and cooperation among businessmen in increasing independence in 
business management. There is no seriousness of Local Government to help small processed food 
industry businesses to provide guidance on an ongoing basis. The guidance through the creation of 
collaboration is not effective yet, helping the entrepreneurs to establish partnerships with 
businessmen and finance institutions to obtain additional capital, and especially the ease of solving 
the problems of licensing Home Industry Food management from Department of Health and 
product testing in POM regarding to legal products, and the legality of the product right from the 
Human Rights Ministry, which is verily influencing to the development of the business. 
Keywords: Effectiveness of Guidance, Services Development, Community Engagement, and 
Creation of Collaboration 
Semenjak terbitnya Undang-undang 
Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-
undang Republik Indonesia  No.33 tahun 
2004 tentang Perimbangan  Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah telah 
memberikan  landasan  hukum yang kuat 
untuk pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi 
telah memberikan kewenangan penuh kepada 
daerah untuk mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri. Untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangga sendiri, daerah 
membutuhkan sumber pendapatan asli yang 
berasal dari pemanfaatan  sumber daya alam 
yang dimilikinya. Sumber daya alam yang 
dimiliki daerah, bervariasi antara satu daerah 
dengan daerah lainnya. Kabupaten Sigi, 
sebagai salah satu dari daerah di Provinsi 
Sulawesi Tengah, memiliki sumber daya 
alam sektor pertanian, perkebunan dan 
perikanan yang potensial dijadikan sebagai 
bahan baku olahan industri kecil dan 
menengah.  
Potensi bahan baku yang berasal dari 
sektor pertanian yaitu dari tanaman palawija 
berupa jagung, kedelai, kacang tanah, kacang 
hijau, ubi kayu dan ubi jalar  seluas 9.217 ha 
dengan luas panen 5.905 ha. Tanaman jagung 
seluas 6.566 ha dengan luas yang dipanen 
sebesar 3.319 ha. Tanaman kacang tanah 
seluas 1.055 ha dengan luas panen mencapai 
1.097 ha.  Tanaman padi seluas 25.606 ha 
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yang terdiri dari padi sawah seluas 25.589 ha 
dan pada ladang seluas 17 ha dengan luas 
panen mencapai 25.752 ha. Di sektor 
perkebunan antara lain, tanaman kelapa  
memiliki luas panen sebesar 6.259,3 ha 
dengan hasil produksi mencapai 2.368 ton, 
kakao dengan hasil produksi sebesar 
18.386,50 ton, tanaman kopi seluas 1.607,9 
Ha, dengan produksi yang dihasilkan sebesar 
710,2 ton, disamping tanaman  lainnya 
berupa jambu mente, dan holtikultura. 
Sedang dari sektor perikanan tercatat sebesar 
554,3 ton ikan yang berasal dari budidaya, 
dan yang berasal dari perairan umum sebesar 
189,7 ton. Tidak kalah pentingnya potensi 
dari sektor kehutanan, memiliki kawasan 
hutan seluas 391.005,53 Ha yang terdiri dari 
hutan negara 387.650,73 ha dan hutan rakyat 
3.354,8 ha  (Kabupaten Sigi Dalam Angka, 
2013). 
Produksi yang dihasilkan sektor 
pertanian, perkebunan dan perikanan 
tersebut, merupakan potensi bahan baku 
olahan usaha mikro industri kecil menengah 
(IKM) yang mampu meningkatkan sektor 
perekonomian rakyat di Kabupaten Sigi. 
Tercatat hingga tahun 2012, terdapat industri 
rumah tangga olahan sebanyak  470 industri 
diantaranya sebanyak 186 unit bergerak 
dibidang industri hasil hutan, kerajinan dan 
bahan bangunan, 101 industri yang bergerak 
di bidang industri hasil logam dan aneka, 
serta sisanya sebanyak 183 industri bergerak 
dibidang industri hasil pertanian. 
Salah satu jalan yang paling banyak 
ditempuh negara berkembang untuk memacu 
pertumbuhan ekonomiannya, di bidang 
industri usaha menengah kecil mikro 
(UMKM).  
Dasar dari pembinaan usaha industri 
kecil  adalah Undang Undang Perindustrian 
No. 20 Tahun 2008 Tentang  Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah  dan Peraturan 
Pemerintah No. 32 Tahun 1998 Tentang 
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil 
bahwa untuk mewujudkan perekonomian 
nasional yang kokoh tersebut, usaha kecil 
perlu diberdayakan agar dapat menjadi usaha 
kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat 
berkembang menjadi usaha menengah. 
Sasaran umum Pembinaan dan 
Pengembangan tersebut  adalah terwujudnya 
usaha kecil menjadi usaha dan gerakan 
ekonomi rakyat yang lebih tangguh dan 
mandiri serta memiliki daya saing tinggi serta 
dapat berkembang menjadi usaha menengah.  
Peran industri kecil menengah 
diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja 
dan perluasan kesempatan kerja di daerah. 
Upaya demikian diharapkan mampu 
memperkecil kesenjangan antara kesempatan 
kerja yang rendah dan kebutuhan kerja yang 
tinggi.  Di samping itu usaha industri kecil 
menengah mencerminkan partisipasi 
masyarakat dalam program pembangunan 
daerah khususnya di Kabupaten Sigi. 
Perkembangan industri kecil di daerah. 
Berdasarkan Observasi di Kecamatan 
Sigi Biromaru, sebagai salah satu dari 15 
(lima belas) kecamatan yang ada di 
Kabupaten Sigi, memiliki usaha industri kecil 
terbanyak dalam bidang olahan pangan. 
Bahan baku yang melimpah tersedia hasil 
dari sumber daya alam sebagaimana telah 
diuraikan tersebut di atas, belum 
dimanfaatkan secara maksimal, guna 
meningkatkan perekonomian rakyat dan 
terutama mengurangi tingkat pengangguran 
warga yang berpendidikan rendah (SD, 
SLTP, SLTA). Walaupun tingkat 
pengangguran di Kabupaten Sigi relatif 
rendah tercatat hingga tahun 2012 sebesar 
1,41 persen dari jumlah penduduk, namun 
66,69 persen yang bukan angkatan kerja 
berstatus sebagai ibu rumah tangga, 
mendominasi pekerja sektor industri kecil 
(Kabupaten Sigi Dalam Angka 2013).   
Fenomena tersebut menunjukkan 
bahwa, usaha industri kecil olahan pangan 
khususnya di Kecamatan Sigi Biromaru, 
memiliki tingkat keterampilan dan 
penguasaan manajemen usaha yang sangat 
minim. Tercatat tenaga kerja yang umumnya 
di dominasi oleh ibu rumah tangga memiliki 
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tingkat pendidikan SD dan SMA mencapai 
55,47 persen. Usaha yang digelutinya antara 
lain olahan pangan untuk roti, aneka kue dan 
snack, makanan dan minuman, kripik (pisang 
dan singkong), minyak goreng, abon ikan, 
aneka kerupuk, olahan coklat, aneka dodol, 
manisan, bawang goreng, tempe tahu. 
Berasal dari olahan perkebunan dan hasil 
hutan berupa gula aren, kolang kaling, VCO 
(virgin coconut oil), olahan kelapa terpadu.  
Potensi olahan industri kecil tersebut, 
belum berhasil (efektif) meningkatkan 
pendapatan para pekerja dan pengusaha, 
walaupun Pemerintah Daerah dalam hal ini 
Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Sigi, telah berupaya 
melakukan pembinaan baik dari segi 
peningkatan keterampilan, maupun dari segi 
manajemen usaha secara rutin. Dilihat dari 
produksi yang dihasilkan belum mampu 
menembus pasar nasional secara memadai 
apalagi pasar internasional. Permasalahan 
utama, antara lain rendahnya keterampilan 
dan penguasaan terhadap kualitas produksi, 
pemasaran, serta manajemen usaha, tidak 
dibarengi dengan etos kerja yang tinggi yang 
memungkinkan munculnya inovasi-inovasi 
yang sangat strategis dalam meningkatkan 
kualitas olahan.  Industri yang mampu 
merekrut tenaga kerja potensial terbesar 
karena tidak mensyaratkan tingkat 
pendidikan tertentu, belum mampu 
memberikan konstribusi bagi peningkatan 
pendapatan asli daerah (PAD) dan 
pendapatan para pekerjanya, khususnya di 
Kabupaten Sigi Biromaru. Permasalahan lain, 
adanya kemajuan di bidang teknologi industri 
rumah tangga yang banyak menyediakan 
berbagai macam peralatan modern, belum 
mampu diserap oleh usaha industri kecil guna 
meminimalkan resiko usaha baik dari segi 
olahan bahan bakunya maupun dari segi 
modal. Kondisi itu membuat industri kecil 
olahan pangan tersebut sulit bersaing di pasar 
nasional, apalagi pasar internasional.  Untuk 
menilai apakah apakah pembinaan yang 
dilaksanakan oleh dinas Koperasi UMKM 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Sigi itu efektif atau tidak, ada banyak 
pendapat antara lain mengatakan bahwa 
suatu organisasi efektif atau tidak, secara 
keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan 
organisasi itu tercapai dengan baik atau 
sebaliknya. Efektivitas adalah hubungan 
antara output dan tujuan. Dalam artian 
efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh 
tingkat output, kebijakan dan prosedur dari 
organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. 
Permasalahan yang diuraikan tersebut, 
memotivasi peneliti untuk melakukan kajian 
mendalam melalui penelitian ilmiah dengan 
menggunakan teori Glen ( Adi, 2003:165 )  
guna memperoleh gambaran tentang belum 
efektifnya pembinaan usaha kecil. Diduga 
pembinaan belum memperhatikan 
pengembangan layanan yang mampu 
merespon atau tanggap terhadap kebutuhan 
masyarakat, belum memaksimalkan 
kesempatan atas keterlibatannya, dan belum 
tercipta kolaborasi jalinan kerjasama antar 
lembaga yang diharapkan dapat 
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 
petugas dalam memberikan pembinaan 
usaha. Dalam rangka itu, sehingga penelitian  
ini difokuskan pada efektivitas pembinaan 
usaha industri kecil olahan pangan oleh 
Dinas Koperasi  UMKM, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Sigi, dengan 
mengambil kasus di Kecamatan Sigi 
Biromaru.  
- Konsep Efektivitas 
Menurut Subagyo (2000) efektivitas 
adalah kesesuaian antara output dengan 
tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah 
suatu keadaan yang terjadi karena 
dikehendaki. Kalau seseorang melakukan 
suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan 
memang dikehendaki, maka pekerjaan orang 
itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat 
atau mempunyai maksud sebagaimana yang 
dikehendaki sebelumnya (The Liang Gie, 
2007). Menurut Richard Steer dalam Halim 
(2001), efektivitas harus dinilai atas dasar 
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tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas 
dasar konsep tujuan yang maksimum. 
Efektivitas adalah suatu kegiatan 
diukur dari besar kecilnya persesuaian antara 
tujuan yang harus dicapai dengan hasilnya. 
Hal ini dijelaskan oleh Emerson (dalam 
Handayaningrat,2001:16) bahwa 
”Effectiviness is a measuring in term 
attaining prescribed goals or objective” 
(efektivitas adalah pengukuran dalam arti 
pencapaian sasaran atau tujuan yang 
ditentukan sebelumnya).  
  Cahyono (2003:54) mendefinisikan 
”efektivitas adalah kemampuan dari setiap 
perangkat kerja manusia maupun bukan 
manusia dapat melahirkan suatu hasil yang 
maksimal yang digunakan sesuai dengan 
tujuan yang diharapkan”. Dalam pengertian 
itu, berarti efektivitas diartikan sebagai 
keberhasilan organisasi dalam upaya untuk 
mencapai tujuan yang sesuai dengan rencana. 
Menurut Widjaja (2004:69), ”efektivitas 
adalah ukuran suatu organisasi dimana 
kemampuan organisasi untuk mencapai 
segala keperluannya. Ini berarti organisasi 
mampu menyusun dan mengorganisasikan 
sumber daya untuk mencapai tujuan”.  
Pengertian di atas menunjukkan bahwa yang 
dimaksud  dengan efektivitas dilihat dari  
pencapaian tujuan. Keberhasilan organisasi 
harus mempertimbangkan bukan saja sasaran 
organisasi tetapi juga mekanismenya 
mempertahankan diri dan mengejar 
sasarannya. Dengan kata lain penilaian 
efektivitas harus berkaitan dengan masalah 
sarana maupun tujuan-tujuan organisasi. 
Secara umum pengertian efektivitas 
menunjuk pada hasil yang dicapai, dalam arti 
bahwa suatu kegiatan dikatakan efektif jika 
kegiatan tersebut berhasil dilaksanakan 
dengan baik. Bila sasaran atau tujuan telah 
tercapai sesuai dengan yang direncanakan 
sebelumnya dapat disebut efektif. Dengan 
demikian, efektivitas digunakan untuk 
mengukur seberapa jauh pencapaian tujuan 
yang sudah direncanakan yang sering 
ditetapkan dalam bentuk target dapat dicapai. 
Sehingga keberhasilan organisasi dalam 
mencapai tujuannya diukur dengan tingkat 
efektivitas yang dicapainya.  Demikian pula 
halnya ditegaskan oleh Barnard (dalam 
Gibson, dkk,2011:11), “Efektivitas adalah 
pencapaian sasaran yang telah disepakati atau 
usaha bersama.  Tingkat pencapaian sasaran 
itu menunjukkan tingkat efektivitas”.  Dalam 
suatu organisasi, kata efektivitas digunakan 
untuk mengukur keberhasilan dalam 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal 
itu dikemukakan oleh Sastrodipoera 
(2001:269) yang mendefinisikan “efektivitas 
adalah suatu keadaan yang menunjukkan 
tingkat keberhasilan kegiatan manajemen 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
terlebih dahulu”. Pengertian efektivitas itu 
menekankan pada keberhasilan dari kegiatan 
manajemen yang harus dilakukan secara 
nyata dan benar seperti dikemukakan oleh 
Drucker (dalam Handoko, 2001:7) bahwa  
“efektivitas adalah melakukan pekerjaan 
secara nyata (doing the right things), 
sedangkan efisiensi adalah melakukan 
pekerjaan dengan tepat (doing things right). 
Ditegaskan bahwa, setiap organisasi 
mempunyai tujuan yang harus dicapai secara 
efektif (berhasil guna) dan efisien (berdaya 
guna). Dikatakan efektif jika sasaran atau 
tujuan telah tercapai sesuai dengan yang 
direncanakan sebelumnya. Jika tugas yang 
menjadi tanggung jawabnya dapat 
diselesaikan dengan baik sesuai dengan 
ketentuan dan mempunyai manfaat bagi 
organisasi, maka hasil kerjanya dinilai efektif 
atau berhasil. 
- Konsep Pembinaan Usaha 
Pembinaan dalam kamus lengkap 
bahasa Indonesia berasal dari kata ”bina” 
yaitu ”mendirikan, membangun, 
mengusahakan agar mempunyai kemajuan 
lebih”, sedang pengertian pembinaan itu 
sendiri berarti ”proses atau sistem cara 
membina”(Chaniago,2002). Dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, pembinaan berasal 
dari kata “bina” yang mendapat awalan ke- 
dan akhiran – an, yang berarti 
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bangun/bangunan. Pembinaan berarti pula 
membina, memperbaharui, atau proses, 
perbuatan, cara membina, usaha, tindakan, 
dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya 
guna dan berhasil guna untuk memperoleh 
hasil yang lebih baik. Ada tiga pengertian 
yang tercakup dalam pembinaan itu yaitu,  
(1) sebagai proses, cara, perbuatan membina 
(negara dsb); (2) pembaharuan; 
penyempurnaan; dan (3) usaha, tindakan, dan 
kegiatan yg dilakukan secara efisien dan 
efektif untuk memperoleh hasil yg lebih baik 
(Chaniago, 2002:76). 
Pembinaan, dengan demikian dapat 
dikategorikan pada proses perbuatan, cara 
pembinaan,  dan usaha nyata yang dilakukan 
secara berdaya guna dan berhasil guna. 
Pembinaan berarti pula upaya untuk 
mengembangkan, memelihara, dan 
mempertahankan guna meningkatkan 
kemampuan. Pembinaan dalam rangka 
meningkatkan usaha,  tertuang dalam  
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil 
dan Menengah, sebagai upaya 
memaksimalkan kerjasama untuk 
meningkatkan kemampuan individu maupun 
kelompok dalam segi manajemen usaha dan 
teknologi produksi secara berdaya guna dan 
berhasil guna.  
Berdasarkan pengertian di atas, berarti 
pembinaan industri kecil diarahkan pada 
proses perbuatan, cara pembinaan,  dan usaha 
nyata yang dilakukan secara berdaya guna 
dan berhasil guna. Dalam konsep 
administrasi menurut Daryanto (2001:9), 
pada dasarnya adalah:  
1. Bahwa, administrasi itu merupakan proses 
kerjasama secara keseluruhan dan 
kegiatan-kegiatan bersama yang harus 
dilakukan oleh semua pihak yang ada 
sangkut-pautnya dengan tugas-tugas. 
2. Bahwa, administrasi itu mencakup 
kegiatan-kegiatan yang luas, meliputi: 
kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan dan pengawasan. 
3. Bahwa administrasi itu bukan hanya 
sekedar kegiatan “tata usaha” seperti yang 
dilakukan di kantor-kantor pemerintahan 
atau swasta  dan kantor lainnya.  
Dalam proses pembinaan untuk 
meningkatkan pendapatan masyarakat dalam 
berbagai usaha dapat dilakukan melalui 2 
(dua) model intervensi, yakni intervensi pada 
level “makro” dan level “mikro”. Intervensi 
makro menggambarkan bagaimana institusi 
Negara melalui kebijakan dan peraturan yang 
dibuatnya mempengaruhi proses perubahan 
dalam suatu masyarakat. Sedangkan 
intervensi mikro, dimana individu dan 
kelompok dalam masyarakat mempengaruhi 
proses pembangunan itu sendiri. 
Intervensi makro yang digunakan 
mengacu pada istilah yang dikemukakan oleh 
Glen (Adi, 2004:81) yang mencakup: 
pengembangan masyarakat, pendekatan 
pelayanan masyarakat, dan aksi komunitas. 
Berkaitan dengan penelitian ini, pembinaan 
industri kecil berorientasi pada pendekatan 
pelayanan masyarakat sebagai salah satu 
bentuk intervensi sosial. Menurut Glen (Adi, 
2003:165) pendekatan ini sekurang-
kurangnya mempunyai tiga perhatian utama, 
yaitu : 
1. Mengembangkan layanan dalam 
organisasi yang responsive terhadap 
kebutuhan masyarakat; 
2. Memaksimalkan kesempatan masyarakat 
untuk terlibat dalam kegiatan yang 
dilaksanakan organisasi; 
3. Mendukung terciptanya kolaborasi antar 
beberapa organisasi guna memenuhi minat 
masyarakat. 
Untuk mengkaji efektivitas pembinaan 
industri kecil, berarti keberhasilan organisasi 
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah 
(UKM) Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Sigi, melalui tiga kegiatan yang 
dikemukakan oleh Glen terdiri dari 
pengembangan layanan, memaksimalkan 
kesempatan keterlibatan masyarakat, dan 
menciptakan kolaborasi. Ketiga kegiatan 
73 e-Jurnal Katalogis, Volume 4Nomor 1, Januari 2016  hlm 68-81                                                ISSN: 2302-2019 
 
tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Glen 
sebagai berikut:  
1. Pengembangan Layanan 
Dalam kaitan dengan organisasi 
yang responsif atau tanggap terhadap 
kebutuhan masyarakat, Glen (Adi, 
2003:165) merujuk pada empat tingkat 
ketanggapan (responsiveness) organisasi 
yaitu, organisasi yang tidak responsif 
(unresponsive organizations), organisasi 
yang kadangkala responsif (casually 
responsive), dan organisasi yang sangat 
responsif secara menyeluruh.  
2. Pelibatan Masyarakat 
Broady dan Hedley (Adi, 2003:170) 
melihat bahwa dalam upaya meningkatkan 
keterlibatan masyarakat, suatu organisasi 
harus mendorong berkembangnya provisi 
dari komunitas (communities provision), 
konsultasi komunitas, kerja sama 
komunitas, kemandirian dalam 
manajemen lembaga swakelola, dan 
kontrol masyarakat. Selanjutnya provisi 
dari komunitas dicirikan dengan pelibatan 
otoritas lokal yang formal (seperti pejabat 
dan petugas ditingkat Kelurahan maupun 
Kecamatan) atau tokoh-tokoh informal 
sebagai penyedia layanan langsung 
terhadap masyarakat serta pengelola 
berbagai fasilitas umum dan sosial untuk 
masyarakat. 
3. Penciptaan Kolaborasi 
Berkaitan dengan kerja sama antar 
lembaga, petugas pelayanan masyarakat 
diharapkan dapat membantu jalinan 
hubungan antara organisasi dimana dia 
bernaung dengan berbagai organisasi yang 
mempunyai minat dan kajian yang sama. 
Jalinan kerjasama antar lembaga ini 
nantinya diharapkan dapat meningkatkan 
pengetahuan dan kemampuan masing-
masing staf, terutama dalam kaitan dengan 
isu tertentu, seperti: bagaimana 
menciptakan satu program yang dapat 
memaksimalkan keterlibatan masyarakat, 
bagaimana mengembangkan .suatu bentuk 
layanan masyarakat yang lebih baik, dan 
bagaimana cara mengelolah suatu sumber 
daya yang sangat terbatas dengan baik.  
Glen (Adi, 2001:173) menyatakan 
bahwa 'kerja sama antar lembaga sangat 
penting, terutama dalam upaya 
mempromosikan suatu perencanaan sosial 
dan koordinasi antar lembaga .Berdasarkan 
penjelasan di atas, berarti pembinaan industri 
kecil menggunakan pendekatan layanan 
dengan tiga aspek terdiri dari pengembangan 
layanan, memaksimalkan kesempatan, dan 
menciptakan kolaborasi,  
 
METODE 
Penelitian ini menggunakan jenis 
deskriptif pendekatan kualitatif yaitu, suatu 
prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 
dari orang-orang dan perilaku yang dapat 
diamati (Bogdan dan Taylor dalam 
Moleong,2005:3). Menurut Nawawi 
(2007:65), “metode kualitatif merupakan 
prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 
dari orang-orang yang perilakunya diamati”. 
Penelitian ini berlangsung selama 
kurang lebih 3 (tiga) bulan berlokasi di Dinas 
Koperasi UMKM, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Sigi, sebagai unit 
analisisnya mengkaji permasalahan tentang 
pembinaan usaha industri kecil olahan 
pangan di Kecamatan Biromaru. 
Penentuan informan dilakukan 
menggunakan tehnik pourposive sampling. 
Menurut Sugiyono (2011:301) tehnik 
purposive sampling adalah tehnik 
pengambilan sampel sumber data dengan 
pertimbangan tertentu.  
Dalam penelitian ini jenis data terdiri 
dari data primer dan data sekunder. Data 
primer bersumber dari individu dan 
kelompok pegawai Dinas Koperasi UMKM, 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Sigi, serta pengusaha dan pekerja melalui 
wawancara mendalam dan observasi. Data 
sekunder bersumber dari catatan yang 
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tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen 
atau peraturan, pedoman dan lain-lain yang 
berkaitan dengan permasalahan penelitian.   
Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini, dilakukan melalui  beberapa 
cara sebagai berikut:   
1. Pengamatan Lapangan (Observation) 
Teknik ini digunakan untuk mengamati  
secara langsung perilaku dan aktivitas 
aparat dalam melaksanakan fungsi 
pengawasan.  
2. Wawancara mendalam (Indepth Interview) 
Menurut Irawati (dalam Singarimbun dan 
Effendi, 2011:194), wawancara tersebut 
dilakukan secara langsung sehingga 
informasi dari responden dapat digali 
secara maksimal. 
3. Dokumentasi  
Teknik ini digunakan untuk melakukan 
penelusuran data dengan mempelajari 
bahan bacaan (literatur, majalah, surat 
kabar) dan dokumen milik instansi terkait 
serta arsip-arsip yang mempunyai 
relevansi dengan tujuan penelitian.  
Untuk menganalisis data, teknik yang 
dilakukan yaitu melalui proses 
penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan 
(Effendi dan Manning dalam Singarimbun 
dan Effendi, 2011:263). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Kecamatan Sigi Biromaru merupakan 
salah satu wilayah Kabupaten Sigi sebagai 
daerah otonom yang ada di wilayah Provinsi 
Sulawesi Tengah. Sebagai daerah pemekaran 
dari induknya Kabupaten Donggala sejak 
tanggal 24 Juni 2009. Kabupaten Sigi 
merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi 
Tengah, terletak pada koordinat 0
o52’ - 2o03’ 
lintang selatan dan 119
o38’ - 120o21’ bujur 
timur.  
Dalam bidang pemerintahan, Visi 
Pemerintahan Kabupaten Sigi Tahun 2010-
2015 adalah: 
“Terwujudnya Kabupaten  Sigi yang 
Berbudaya, Beradat  dan Unggul Dalam 
Memanfaatkan Potensi Sumber Daya  
Menuju Kabupaten Terdepan” 
Untuk mewujudkan visi diatas, maka 
Misi Pemerintah Kabupaten Sigi adalah: 
Meningkatkan pelayanan publik dasar yang 
berkualitas untuk pendidikan dan 
kesehatan.Untuk mewujudkan visi diatas, 
maka Misi Pemerintah Kabupaten Sigi 
adalah: 
1) Meningkatkan pelayanan publik dasar 
yang berkualitas untuk pendidikan dan 
kesehatan. 
2) Meningkatkan sumberdaya manusia yang 
handal dan profesional dibidangnya 
3) Mengembangkan kawasan strategis 
terpadu melalui penataan ruang dan 
infrastruktur untuk percepatan 
pertumbuhan ekonomi 
4) Memanfaatkan potensi sumberdaya 
dengan menumbuhkan investasi dan 
meningkatkan pemberdayaan ekonomi di 
sektor pertanian, pariwisata dan Usaha 
Mikro Kecil Menengah sebagai penunjang 
pertumbuhan ekonomi. 
5) Menegakkan supremasi hukum dan 
mengembangkan sistem administrasi, 
manajemen sektor publik dan pelayanan 
birokrasi yang efisien dan efektif sesuai 
dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan 
yang baik. 
6) Memelihara dan mengembangkan 
kebudayaan serta kearifan local. 
7) Meningkatkan pemberdayaan perempuan 
dalam kehidupan social, ekonomi, politik 
dan perlindungan anak. 
8) Mengembangkan system pembangunan 
berkelanjutan yang menjaga kelestarian 
lingkungan. 
 
- Efektivitas Pembinaan Melalui 
Pengembangan Layanan. 
Efektivitas atau keberhasilan 
pembinaan usaha industri kecil olahan 
pangan di Kecamatan Sigi melalui 
pengembangan layanan adalah, keberhasilan 
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melakukan pembinaan dengan cara 
merespon, memberi perhatian dan melakukan 
komunikasi langsung, memperhatikan 
masukan dan saran yang  diberikan berkaitan 
dengan pengembangan usaha, serta memberi 
perlindungan (advokasi) secara merata 
kepada setiap usahawan industri olahan 
pangan di Kecamatan Sigi Biromaru. Dinas 
Koperasi UMKM Perindustrian dan 
Perdagangan  Kabupaten Sigi, sebagai 
institusi yang berwewenang dan 
bertanggungjawab atas pembinaan terhadap 
usahawan industri olahan pangan di 
Kecamatan Sigi Biromaru. Hasil wawancara 
dengan informan kunci Adri DM Singi, 
selaku Kepala Dinas Koperasi UMKM 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Sigi, menyatakan bahwa: 
“Untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, 
dan menengah dalam upaya peningkatan, 
perlindungan, dan kepastian usaha, Kami 
selaku penanggungjawab program 
mengembangkan layanan kepada para 
usahawan industri olahan pangan di 
Kecamatan Sigi, dengan merespon apa yang 
menjadi kebutuhan mereka dengan 
memprogramkan dalam APBD setiap tahun 
berdasarkan ketersediaan anggaran SKPD. 
Layanan dimaksud antara lain memberikan 
pembinaan melalui pelatihan teknis, 
manajemen kewirausahaan, temu kemitraan, 
dan penyediaan fasilitas peralatan antara 
lain mesin pengolah, rumah produksi, dan 
peralatan kemasan” (wawancara tgl.21 
September 2015). 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, 
berarti Dinas Koperasi UMKM Perindustrian 
dan Perdagangan Kabupaten Sigi, dalam 
mengembangkan layanan membantu 
merespon masukan dan saran para usahawan 
industri kecil olahan pangan melalui 
sosialisasi program di setiap kecamatan 
termasuk di Kecamatan Sigi Biromaru. Saran 
tersebut kemudian ditampung  dijadikan 
bahan dalam penyusunan program kegiatan 
pembinaan para pelaku usaha kecil. 
Banyaknya masukan dan saran sudah tentu 
disesuaikan dengan ketersediaan anggaran 
yang dialokasikan pada program pembinaan 
usaha. 
Selain yang diutarakan oleh informan 
tersebut di atas, pengembangan layanan juga 
merespon kebutuhan peralatan industri rumah 
tangga. Usaha industri kecil olahan pangan di 
Kecamatan Sigi Biromaru mempunyai 
peluang yang sangat besar dalam 
meningkatkan pendapatan dan penyerapan 
tenaga kerja. Hasil wawancara dengan 
informan Bambang Rukminto, Kepala 
Bidang Perindustrian Dinas Koperasi 
UMKM Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Sigi, menyatakan sebagai berikut. 
“Dalam pengembangan layanan, kami dari 
dinas  selalu merespon apa yang dibutuhkan 
pelaku usaha yang disesuaikan dengan 
kemampuan anggaran. Selaku pembina 
teknis dilapangan, saya bersama staf selalu 
berkomunikasi dengan pelaku usaha guna 
memperoleh masukan dan saran-saran guna 
memperbaiki dan mencari solusi untuk 
kemudian disusun dalam bentuk program 
tahunan. Masukan dan saran diperoleh pada 
saat melakukan komunikasi dan monitoring 
dilapangan dengan menemui langsung para 
usahawan”(wawancara tgl. 9 September 
2015). 
Kecamatan Sigi Biromaru sebagai 
pusat Pemerintahan Kabupaten Sigi, relatif 
dekat dengan pusat pemerintahan Provinsi 
sehingga memudahkan para konsumen 
mengakses produk  olahan yang menjadi 
usaha industri kecil seperti bawang goreng, 
coklat, dan kripik (pisang, umbi-umbian), 
maupun minuman herbal. Olahan pangan 
tersebut telah diminati oleh masyarakat luas 
termasuk dari luar daerah. Namun 
berdasarkan pengamatan, produk yang sudah 
cukup dikenal oleh konsumen baik yang ada 
di Kota Palu maupun yang berasal dari luar, 
belum di tekuni dengan baik oleh usahawan 
kecil di Kecamatan Sigi Biromaru. Dilihat 
dari cara pengelohannya yang masih 
sederhana, bahan bakunya mudah didapatkan 
dan mampu bertahan dengan kondisi pasar 
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yang berubah-ubah, tetapi belum mampu 
meningkatkan pendapatan. Hasil wawancara 
dengan informan Fatmawaty, salah seorang 
pelaku usaha kecil, menyatakan sebagai 
berikut:  
“Kami akui selama ini Dinas Koperasi 
UMKM Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Sigi, sudah banyak merespon 
dengan baik apa yang kami butuhkan sesuai 
saran yang telah disampaikan guna 
membantu mengembangkan usaha kecil yang 
kami tekuni. Respon tersebut antara lain 
dengan memberikan bantuan peralatan 
walaupun tidak sekaligus (bertahap). Selama 
itu pula kami mendapatkan pendampingan 
dari Tenaga Pendamping Lapangan (TPL) 
tenaga teknis Dinas, dan sering melakukan 
komunikasi untuk menyampaikan 
permasalahan yang dihadapi untuk 
diteruskan kepada pimpinan sebagai 
pengambil kebijakan. Namun, kami masih 
mengalami kendala serius  yang belum 
terselesaikan  yaitu menyangkut pemasaran 
produk kami secara meluas karena belum 
mendapatkan izin  dari Dinas Kesehatan dan 
Badan Perlindungan Obat dan Makanan 
(POM). Pengurusan izin tersebut 
membutuhkan biaya yang sangat banyak, 
selain peralatan yang belum lengkap 
sehingga kami belum bisa memproduksi 
secara besar-besaran” (wawancara tgl. 9 
September 2015). 
Berdasarkan pengamatan, pihak Dinas 
Koperasi UMKM Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Sigi, dalam 
pengembangan layanan hanya sebatas 
memberikan pembinaan dalam hal proses 
produksi dan pembinaan dalam hal 
manajemen usaha, sosialisasi permodalan 
dan  membantu mempromosikan produk 
dengan menggelar pameran lokal serta 
mengikutkan pada pameran tingkat nasional. 
Namun, tidak semua produk yang dihasilkan 
oleh  pengusaha kecil industri  olahan pangan 
di  Kecamatan Sigi mendapatkankesempatan 
mengembangkan usahanya karena kesulitan 
modal. 
Hal itu diakui pula oleh informaan Nur 
Amaliah, salah seorang pelaku usaha,  
berdasarkan hasil wawancara menyatakan 
sebagai berikut: 
“Walaupun pihak Dinas Koperasi UMKM 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Sigi, telah banyak membantu kami 
memperhatikan usaha kami agar 
berkembang lebih baik, antara lain dengan 
memberikan peralatan dan pembinaan 
pelatihan keterampilan namun, kami masih 
kesulitan  modal untuk mengembangkan 
usaha olahan coklat secara besar-besaran 
walaupun kami telah memperoleh merk 
produk yang diberi nama “Amory Coklat” 
agar lebih maju lagi” (wawancara tgl. 10 
September 2015)  
Berdasarkan hasil wawancara di atas, 
menunjukkan bahwa permasalahan utama  
yang dihadapi para pengusaha industri kecil 
olahan pangan di Kecamatan Sigi Biromaru, 
menyangkut ketersediaan modal. Walaupun 
pembinaan telah diberikan dengan berbagai 
cara agar para pengusaha mampu mengolah 
produknya sehingga mampu menembus pasar 
hingga keluar daerah, namun karena tidak 
didukung modal yang cukup, sehingga usaha 
olahan bahan pangan belum bisa diproduksi 
secara besar-besaran. Hal ini menunjukkan 
bahwa pembinaan melalui pengembangan 
layanan belum efektif (berhasil) membantu 
memandirikan usahawan walaupun berbagai 
pelatihan, magang, dan pembinaan 
manajemen usaha telah diberikan, namun 
kegiatan tersebut menjadi sia-sia karena para 
pengusaha industri olahan pangan masih 
kesulitan mendapatkan izin legalitas 
produknya dari instansi teknis (Dinas 
Kesehatan dan Badan POM). Permasalahan  
itu pula yang membuat para usahawan belum 
memiliki keberanian menambah modal 
melalui lembaga keuangan (perbankan) untuk 
mengembangkan usahanya secara besar-
besaran. 
Hal ini menunjukkan bahwa, 
Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas 
Koperasi UMKM Perindustrian dan 
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Perdagangan Kabupaten Sigi, belum berhasil 
mengembangkan layanan dalam usaha 
melindungi industri kecil olahan pangan. 
Pembinaan  umumnya dalam bentuk 
pelayanan yang bersifat administrasi. Sedang 
pelayanan yang bersifat mendasar yang 
membuat usahawan industri kecil olahan 
pangan menjadi mandiri, belum tersentuh. 
 
- Efektivitas Pembinaan Melalui 
Pelibatan Masyarakat 
Efektivitas atau keberhasilan 
pembinaan usaha industri kecil olahan 
pangan melalui pelibatan masyarakat sangat 
ditentukan oleh aktivitas para stakeholders 
membantu mendorong berkembangnya 
kemampuan usaha, memberi peluang 
konsultasi dan kerja sama antar pengusaha, 
meningkatkan kemandirian dalam 
manajemen usaha. Selain itu, pelibatan  
masyarakat tersebut penting mengingat usaha 
yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat 
umum perlu pengakuan otoritas lokal yang 
formal dari para stakeholders (pemangku 
kepentingan) yaitu, para pejabat pengambil 
keputusan dari tingkat desa/kelurahan, 
kecamatan, kabupaten dan provinsi bahkan 
hingga tingkat nasional. Pelibatan 
masyarakat sangat penting bagi kelangsungan 
kemandirian usaha, mengingat keterbatasan 
Pemerintah baik dari segi waktu, maupun 
biaya (anggaran) dalam memenuhi kebutuhan 
usahawan. Keterlibatan otoritas lokal, daerah, 
hingga nasional tidak sekedar hanya terlibat 
dalam kegiatan yang bersifat administratif 
semata, tetapi diarahkan kepada kemandirian 
usahawan terutama dalam menghadapi 
berbagai permasalahan usaha. 
Hasil wawancara dengan informan 
kunci Adri DM Singi, Kepala Dinas  
Koperasi UMKM Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Sigi, menyatakan 
sebagai berikut: 
“Dalam penyusunan program pembinaan 
usaha industri kecil secara umum termasuk 
olahan pangan, setiap tahun melalui 
Bappeda dalam perencanaan program selalu 
melibatkan masyarakat melalui forum resmi 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang) dimana seluruh pelaku usaha 
dan stakholders terkait dihadirkan. Usulan 
dari pelaku usaha dituangkan dalam bentuk 
program untuk dilaksanakan antara lain 
menyangkut program pembinaan usaha. 
Dalam program tersebut, pelaku usaha 
diberi motivasi agar agar dapat 
memperhatikan kualitas atau mutu produk 
supaya produk yang di hasilkan tersebut 
dapat bersaing dengan produk olahan 
pangan lainnya” (wawancara tgl. 21 
September 2015). 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, 
pembinaan melalui pelibatan masyarakat 
dilakukan melalui forum Musrenbang yang 
digelar setiap tahun yang diawali dari tingkat 
desa, kecamatan, hingga tingkat kabupaten 
dan provinsi. Dinas Koperasi UMKM 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Sigi, juga selalu memberikan peluang 
konsultasi bagi para stakeholders (pemangku 
kepentingan), pelaku usaha menengah dan 
investor untuk dapat bekerjasama membantu 
pengembang usaha kecil di Kabupaten Sigi. 
Berdasarkan pengamatan, kerjasama 
yang dibangun belum menyentuh 
permasalahan dasar yang dihadapi usahawan, 
terutama  perizinan dan legalitas merk 
dagang. Akibatnya sebagian besar pelaku 
usaha olahan pangan  bekerja sama dengan 
pelaku usaha lainnya menjual olahan dalam 
bentuk setengan jadi. Hal ini sangat 
merugikan usahawan itu sendiri karena 
harganya menjadi rendah sehingga sulit 
memupuk modal kerja untuk pengembangan 
usaha lebih lanjut. Demikian pula, 
pembinaan kemandirian usaha dan 
kewirausahaan yang dilaksanakan hampir 
setiap tahun berupa pelatihan dan sosialisasi, 
menjadi sia-sia karena para pelaku usaha 
olahan pangan belum terbuka pola pikirnya 
untuk selalu berusaha mengembangkan 
usahanya. Hasil wawancara dengan informan 
Fatmawaty, salah seorang pelaku usaha 
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minuman herbal,  menyatakan sebagai 
berikut. 
“Walaupun dinas sering melibatkan kami 
dalam pembinaan, dan kebutuhan kami di 
respon berupa dalam bentuk pengadaan 
peralatan kerja yang hingga saat ini belum 
lengkap, sehingga kami kurang termotivasi 
untuk memanfaatkan peralatan tersebut. 
Peralatan yang diadakan secara bertahap 
itu, ternyata tidak berkelanjutan karena 
untuk pengadaan tahun berikutnya harus 
diberikan lagi kepada usahawan lainnya 
secara bergilir. Walaupun kami selalu 
dimotivasi untuk berinovasi dalam 
mengembangankan usaha, namun 
ketidaklengkapan peralatan membuat kami 
menjadi kurang bersemaangt apalagi belum 
ada perlindungan atas produk yang kami 
hasilkan” (wawancara tgl. 9 September 
2015). 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, 
motivasi yang sering diberikan kepada 
pelaku usaha agar berusaha untuk 
mengembangkan usahanya dengan menjaga 
mutu produk, menjadi kurang relevan selain 
peralatan kerja tidak lengkap, produk yang 
dihasilkan belum memiliki perlindungan 
legalitas atas merk dagang. Pemerintah 
sepertinya kewalahan melayani berbagai 
kebutuhan usahawan secara memadai, 
sementara begitu kompleks permasalahan 
yang dihadapi bukan hanya masalah ekonomi 
semata tetapi juga masalah sosial, politik dan 
budaya. Pelaku usaha pun sering dibuat tidak 
berdaya untuk memahami kondisi ekonomi, 
politik dan budaya dalam kehidupan 
masyarakat modern dewasa ini. 
Hasil wawancara dengan informan Nur 
Amaliah, salah seorang pelaku usaha 
dibidang olahan coklat, menyatakan bahwa. 
“Pelibatan kami dalam pembinaan tidak 
serta merta membuat usaha kami menjadi 
meningkat. Jika ada yang kami butuhkan 
pihak dinas  menyarankan untuk membuat 
proposal  dan biasanya di respon namun 
tidak secara keseluruhan. Hal ini membuat 
usaha kami kurang berjalan 
lancar”(wawancara tgl. 10 September 2015). 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut 
berarti, ketidakberhasilan pembinaan melalui 
pelibatan masyarakat lebih disebabkan belum 
ada keseriusan  Pemerintah Daerah 
membantu usaha industri kecil olahan pangan 
melakukan pembinaan secara berkelanjutan. 
Upaya pengembangan usaha industri kecil 
olahan pangan, belum terarah pada 
peningkatan kemampuan usaha agar 
berkembang lebih baik, belum mampu 
menciptakan peluang kerja sama antar 
pengusaha, dan pada giliranya belum mampu 
meningkatkan kemandirian dalam 
manajemen usaha. Akibatnya, penguatan 
kelembagaan usaha lemah dilihat dari belum 
adanya perlindungan terhadap produk yang 
dihasilkan. Seharusnya di era otonomi daerah 
saat ini, menurut (Tjokrowinoto,2001) 
memberi peluang lebih luas kepada 
masyarakat untuk menentukan apa yang 
mereka butuhkan dan bukan atas kekuasaan 
Pemerintah daerah untuk menentukan apa 
yang akan dikerjakan.   Keswadayaan dalam 
bentuk pelibatan masyarakat merupakan cara 
yang efektif dalam membangun kemampuan 
usaha untuk pengelolaan program 
pembangunan guna memenuhi kebutuhan 
khas daerah, dan dianggap menjadi kunci 
keberhasilan pembangunan sampai pada 
tingkat paling bawah. 
 
- Efektivitas Pembinaan Melalui 
Penciptaan Kolaborasi 
Hasil wawancara dengan informan 
Saiful, Sekretaris Dinas Koperasi UMKM 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Sigi, menyatakan sebagai berikut: 
“Perlunya kolaborasi dalam pembinaan 
usaha kecil industri olahan pangan, 
mengingat sebagian besar pelaku usaha 
belum mempunyai izin yang lengkap dari 
dinas terkait. Kami juga sudah sering 
membantu pelaku usaha ke pihak perbankan 
untuk meyakinakan agar pelaku usaha 
mendapatkan modal. Kami juga sering 
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mengadakan forum kemitraan dengan 
stakeholder yang  bisa membantu 
pengembangan usaha olahan kecil seperti 
Badan POM, Dinas kesehatan, Perizinan dan 
Penanaman Modal” (wawancara tgl. 8 
September 2015). 
Perlunya kolaborasi dalam pembinaan 
usaha kecil olahan pangan, merupakan 
aktivitas manajerial yang menekankan 
pentingnya kerjasama atau sinergitas yang 
saling menguntungkan antar stakeholder 
untuk mencapai tujuan bersama. Sinergitas 
berlangsung pada dua level yakni sinergitas 
pada level internal Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sigi dan sinergitas dengan pihak 
eksternal seperti peran swasta dan partisipasi 
masyarakat. Kolaborasi tersebut akan efektif 
jika terbangun koordinasi yang baik dan 
disertai dengan komitmen yang tinggi. Hasil 
wawancara dengan informan Bambang 
Rukminto, Kepala Bidang Perindustrian 
Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Sigi, menyatakan 
sebagai berikut: 
“Dinas sudah sering melakukan sosialisasi 
permodalan tentang dana  KUR yang 
melibatkan beberapa bank yang pesertanya 
pala pelaku usaha industri kecil termasuk 
pelaku usaha olahan pangan namun 
sebagian besar dari pelaku usaha tersebut 
masih enggan untuk meminjam modal dari 
perbankan (wawancara tgl. 9 September 
2015). 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, 
dapat dipahami bahwa Dinas Koperasi 
UMKM Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Sigi, belum memiliki komitmen 
yang tinggi untuk mengoptimalkan peran 
kemitraan dengan stakeholder yang  bisa 
membantu pengembangan usaha olahan 
kecil. 
Berdasarkan pengamatan, Dinas 
Koperasi UMKM Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Sigi, telah berusaha 
setiap tahun melakukan kerjasama kemitraan 
dengan instansi badan pertanahan melalui 
program pemberian sertifikat tanah secara 
gratis, yang nantinya dapat dijadikan sebagai 
jaminan modal peminjaman ke lembaga 
perbankan  oleh pelaku usaha olahan pangan. 
Namun, upaya tersebut belum juga 
membuahkan hasil karena sebahagian besar 
para pelaku usaha belum ada keberanian 
menambah modal dari lembaga perbankan, 
sebagaimana diutarakan oleh informan 
Fatmawaty, salah seorang pelaku usaha 
minuman herbal, menyatakan sebagai 
berikut: 
“Walaupun Dinas Koperasi UMKM 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Sigi, sudah beberapa kali membantu dan 
mengundang kami dalam acara sosialisasi 
dengan pihak perbankan dalam hal 
sosialisasi permodalan, namun kami dari 
pelaku usaha masih belum berani  untuk 
meminjam di bank walaupun kendala 
terbesar kami adalah modal” (Wawancara 
tgl. 9 September 2015). 
Hal yang sama juga dutarakan oleh 
informan lain Nur Amaliah, salah seorang 
pelaku usaha olahan coklat yang telah 
memeiliki merk “Amory Coklat”, 
menyatakan sebagai berikut:  
“Dinas sudah membantu kami memfasilitasi 
dengan pihak terkait agar kami mendapatkan 
kemudahan mengurus perizinan, namun 
kendalanya membutuhkan biaya sangat besar 
yang tidak bisa kami penuhi yaitu, biaya 
pengurusan di Dinas kesehatan dan 
Pengujian produk di badan POM. Kami juga 
sudah beberapa kali  diundang untuk 
menghadiri acara sosialisasi dengan pihak 
perbankan menyangkut masalah permodalan. 
Namun kami dari pelaku usaha masih belum 
berani  untuk meminjam modal di bank 
karena takutnya produksi kami di pasaran  
tidak lancar dan kami tidak bisa 
mengembalikan dana pinjaman tersebut” 
(wawancara tgl. 10 September 2015). 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, 
pembinaan usaha industri kecil olahan 
pangan melalui kolaborasi, belum efektif 
(berhasil) terutama  membantu pelaku usaha 
mendapatkan tambahan modal daan terutama 
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kemudahan menyelesaikan permasalahan 
perizinan pengelolaan Pangan Industri 
Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan 
dan pengujian produk di Badan POM 
menyangkut kehalalan produk, dan masalah 
legalitas hak produk dari Kementerian HAM, 
yang sangat berpengaruh terhadap 
perkembangan usahanya. Hasil penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa, wujud 
kolaborasi yang bersifat lintas SKPD terkait, 
diera otonomi daerah dewasa ini ternyata 
masih mengalami banyak hambatan. Masih 
ada pola pikir sektoral yang menghinggapi 
sebagian para kepala SKPD bahwa masalah 
industri olahan pangan adalah domain 
tupoksi Dinas Koperasi UMKM 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Sigi.   
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
   Kesimpulan  
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan 
pembahasan, disimpulkan bahwa: 
Pembinaan usaha industri kecil olahan 
pangan di Kecamatan Sigi Biromaru, 
Kabupaten   Sigi, belum  efektif melalui : 
-  pengembangan layanan.Walaupun sudah 
ada upaya Dinas Koperasi UMKM, 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Sigi,merespon masukan dan saran pelaku 
usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan 
peralatan produk, menyarankan masuk 
menjadi anggota koperasi, namun belum 
sepenuhnya membantu meringankan 
beban pelaku usaha terutama memberikan 
perlindungan (advokasi) terhadap mutu 
produk. 
- melalui pelibatan masyarakat untuk 
mendorong berkembangnya kemampuan 
usaha, walaupun sudah diberi peluang 
konsultasi dan kerja sama antar pengusaha 
dalam meningkatkan kemandirian dalam 
manajemen usaha. Ketidakberhasilan 
pembinaan melalui pelibatan masyarakat 
lebih disebabkan belum ada keseriusan  
Pemerintah Daerah membantu usaha 
industri kecil olahan pangan melakukan 
pembinaan secara berkelanjutan. Upaya 
pengembangan usaha industri kecil olahan 
pangan, belum terarah pada peningkatan 
kemampuan usaha agar berkembang lebih 
baik, belum mampu menciptakan peluang 
kerja sama antar pengusaha, dan belum 
mampu meningkatkan kemandirian dalam 
manajemen usaha. 
- Melalui penciptaan  Kolaborasi 
Pembinaan yang bertujuan membantu para 
usahawan menjalin hubungan kemitraan 
dengan para pengusaha dan lembaga-
lembaga keuangan untuk mendapatkan 
tambahan modal dan terutama kemudahan 
menyelesaikan permasalahan perizinan 
pengelolaan Pangan Industri Rumah 
Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan dan 
pengujian produk di Badan POM 
menyangkut kehalalan produk, dan 
masalah legalitas hak produk dari 
Kementerian HAM, yang sangat 
berpengaruh terhadap perkembangan 
usahanya. 
 
Rekomendasi 
Dalam rangka mengefektifkan 
pembinaan terhadap usaha industri kecil 
olahan pangan dimasa mendatang,  perlu 
menerapkan konsep pengembangan layanan 
dengan merespon masukan dan saran pelaku 
usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan 
peralatan produk dan memberikan 
perlindungan (advokasi), memaksimalkan 
kesempatan keterlibatan masyarakat, dan 
menciptakan kolaborasi dengan menjalin 
hubungan kemitraan dengan para pengusaha, 
instansi terkait dan lembaga-lembaga 
keuangan untuk mendapatkan tambahan 
modal dan terutama kemudahan dalam 
menyelesaikan permasalahan pelaku usaha 
industri kecil olahan pangan yang lebih 
konsisten terhadap upaya pengembangan 
usaha melalui manajemen pemberdayaan. 
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